sl\

WALIKOTA MOJOKERTO

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO
NOMOR 1 TAHUN 2010

TENTANG

PENGGUNAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingat

a.

TAHUN ANGGARAN 2010

WALIKOTA MOJOKERTO,

bahwa sebagai tindak lanjut dari Pasal 187 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008, menyatakan apabila Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) sampai batas waktu yang ditetapkan tidak
mengambil keputusan bersama dengan Kepala Daerah terhadap
rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD), Kepala Daerah melaksanakan
pengeluaran setinggi-tingginya sebesar APBD tahun anggaran
sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan yang disusun
dalam rancangan peraturan Kepala Daerah tentang APBD ;

bahwa berhubung sampai dengan tanggal 29 Desember 2009
Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD masih dalam proses
Evaluasi Propinsi Jawa Timur, maka untuk memperoleh
persetujuan  Gubernur Jawa Timur guna melaksanakan
pengeluaran setinggi-tingginya sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Walikota
Mojokerto tentang Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2010.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur/JawaTengah/Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan
Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
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. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan

~Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3569) ; ’

. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan
Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3988) ;

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389) ;

. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;

. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421) ;
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10.Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437) sebagaimana telah. diubah kedua kali dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844) ;

11.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

12.Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049) ;

13.Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028) ;

14.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah ketiga kali
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712) ;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502) ;

16.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4503) ;
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17.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4574) ;

18.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575) ;

19.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4576) ;

20.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577) ;

21.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578) ;

22 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4593) ;

23.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;

24 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah |,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693) ;



Menetapkan
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25.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4738) ;

26.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4741) ;

27.Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007 tentang Tunjangan
Tenaga Kependidikan ;

28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun
2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah ;

29.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah ;

30.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2010 ;

31.Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5
Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota
Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah ;

32.Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009.

MEMUTUSKAN :
PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG PENGGUNAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2010.



Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010
sebagai Dberikut :

1. Pendapatan Daerah Rp 338.730.445.500,00
2. Belanja Daerah Rp 383.713.880.550,00 _
Surplus / (Defisit) Rp (44.983.435.050,00)

3. Pembiayaan Daerah :
a. Penerimaan Rp 48.858.435.050,00
b. Pengeluaran Rp  3.875.000.000.00

Pembiayaan Neto Rp 44.983.435.050,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan Rp 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri
dari :
a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp 25.564.344.100,00
b. Dana perimbangan sejumlah Rp 285.721.339.000,00
c. Lain-lain  pendapatan daerah yang sah  sejumlah
Rp 27.444.762.400,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak daerah sejumlah Rp 6.377.500.000,00

b. Retribusi daerah sejumlah Rp 12.716.508.100,00

c. Hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah
Rp. 1.890.000.000,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah
Rp 4.580.336.000,00

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
terdiri dari jenis pendapatan :
a. Dana bagi hasil sejumlah Rp 25.709.376.000,00
b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp 244.969.563.000,00
c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp 15.042.400.000,00



(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
a. Hibah sejumlah Rp 9.252.276.400,00
b. Dana bagi hasil pajak dari propinsi dan pemerintah daerah
lainnya sejumlah Rp 18.155.652.600,00
c. Bantuan keuangan dari propinsi atau dari pemerintah daerah
lainnya sejumlah Rp 36.833.400,00

Pasal 3
(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
a. Belanja tidak langsung sejumlah Rp 165.523.344.000,00

b. Belanja belanja langsung sejumlah Rp 218.190.536.550,00

(2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

W\

terdiri atas jenis belanja :
Belanja pegawai sejumlah Rp 131.751.540.900,00
Belanja subsidi sejumlah Rp 150.000.000,00
Belanja hibah sejumlah Rp 9.281.540.000,00
Belanja bantuan sosial sejumlah Rp 18.353.426.000,00
Belanja tidak terduga sejumlah Rp 5.886.837.100,00

® a o T o

(3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
terdiri dari jenis belanja:
a. Belanja pegawai sejumlah Rp 24.813.483.500,00
b. Belanja belanja barang dan jasa sejumliah
Rp 102.255.486.700,00
c. Belanja modal sejumlah Rp 91.121.566.350,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri
dari :
a. Penerimaan sejumlah Rp 48.858.435.050,00
b. Pengeluaran sejumiah Rp 3.875.000.000,00



(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri

dari jenis pembiayaan :

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya
(SILPA) sejumlah Rp 47.758.435.050,00

b. Penerimaan

kembali  pemberian  pinjaman  sejumlah

Rp 1.100.000.000,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri

dari jenis pembiayaan :

a. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah
Rp 2.000.000.000,00
b. Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp 1.875.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran

yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan

Walikota ini, terdiri dari :

1.  Lampiran |

2.  Lampiranli

3. Lampiran i

4, Lampiran IV

5. LampiranV

Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerabh;

Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah
dan Organisasi SKPD;

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan;

Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan
dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah
dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan
Keuangan Negara,

Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan
dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah
dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan

Keuangan Negara;



10.

g

12.
13.

Lampiran VI

Lampiran VII

Lampiran VIl

Lampiran IX

Lampiran X

Lampiran XI

Lampiran XII
Lampiran XII

Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan
Per Jabatan;

Daftar piutang daerah;

Daftar pernyertaan modal (investasi) daerah;
Daftar Perkiraan Penambahaan dan Pengurangan
Aset Tetap Daerah;

Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan
asset lainnya;

Daftar  kegiatan-kegiatan  tahun  anggaran
sebelumnya vyang belum diselesaikan dan
dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
Daftar dana cadangan daerah; dan

Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah;

Pasal 6

Pelaksanaan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota

Mojokerto ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan

anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan.

Pasal 7

Peraturan Walikota Mojokerto ini mulai berlaku sampai dengan

ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Mojokerto tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 dan Peraturan

Walikota Mojokerto tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010.



Pasal 8

Peraturan Walikota ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari
Gubernur Jawa Timur dan diundangkan dalam Berita Daerah.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota Mojokerto ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

pada tanggal 4 Januari 2010

WALIKOTA MOJOKERTO
ttd
ABDUL GANI SOEHARTONO

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur tanggal 8  Januari 2010
Nomor : 188/ 04.K/PTS/013/2010

a.n. GUBERNUR JAWA TAIMUR
SEKRETARJS DAERAH

ttd

Dr. H-RASIYO, MSi
“Pémbina Utama
NIP. 18511217 197803 1 004

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 8 Januari 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd

fr. SUX¥TTNO, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19580101 198503 1 031

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2010 NOMOR 1/A

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

PUDJI HARDJONO, SH
NIP. 19600729 198503 1 007




